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MOTTO 

 

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya. 
*1 

 

TAAN 

 

  

                                                           
1
 https://ramzilhuda.wordpress.com/2016/02/01/slogan-pajak/_diakses pada 28 

April 2020; 14.52 
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RINGKASAN  

Implementasi Pajak Sektor Real-Estat Pada PT. Zayin Oleh Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan; Khana Alvian; 

170903101012; 2020; 130 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. 

Pembangunan dan perekonomian dapat dioptimalkan dengan adanya 

investai. Investasi yang dimaksudkan dapat berupa investasi terhadap aset dengan 

hasil berupa bunga, royalti, dan deviden. Salah satu bentuk investasi yang sedang 

mengalami perkembangan yaitu investasi pada properti/real estate. Dapat dilihat 

saat ini banyak pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha real estate 

membangun perumahan, gedung perkantoran, serta kawasan industri.  Pada setiap 

menajalankan usaha tidak terlepas dari kewajiban perpajakannya. Pada usaha 

sektor properti/real estate banyak potensi pajak yang dapat digali pada setiap 

transaksinya. Selain pajak pusat terdapat pajak daerah yang dikenakan terhadap 

usaha properti/real estate. Namun pada praktek lapangan tidak semua aspek pajak 

yang menjadi potensi dikenakan terhadap usaha properti/real estate.  

Transaksi yang dapat dikenakan pajak pada usaha real estate adalah pajak 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 bagi pengusaha real estate akan 

dikenai pajak berupa Pajak Final atas pengalihan hak tanah dan bangunan dengan 

tarif sebesar 2,5% kecuali rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Dari 

transaksi pengalihan hak juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Bea Materai. Namun tidak semua 

jenis pajak yang berpotensi dikenakan terhadap usaha sektor real estate.  

Untuk mengurangi permasalahan terkait hak dan kewajiban dalam bidang 

perpajakan, dibutuhkan pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan 

(KUP) yang dapat memberikan jasa yaitu berupa jasa konsultasi, biasanya disebut 

dengan Konsultan Pajak. Selain memberikan jasa konsultasi mengenai 

permasalahan terkait perpajakan, konsultan pajak juga membantu dalam 

menyelesaikan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang dapat dikuasakan.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pembangunan dan perekonomian di Indonesia dapat dioptimalkan dengan 

adanya Investasi.  Investasi merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan 

guna menambahkan kekayaan yang diperoleh melalui hasil dari investasi berupa 

bunga, royalti, dan deviden. Investasi yang berhubungan dengan pengelolaan 

dapat dibagi menjadi investasi langsung (direct investment) dimana penanaman 

modal dilakukan secara langsung pada saat awal pendirian perusahaan dengan 

kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri. Sedangkan investasi tidak langsung 

(indirect investment) yaitu penanaman modal dengan cara membeli sebagian 

saham kepada perusahaan lain yang telah berdiri sebelumnya dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan dalam bentuk deviden. 

Pengelompokan investasi jika dilihat dari segi waktu menjadi investasi 

jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi 

yang dimiliki selama setahun atau kurang agar dapat segera dicairkan, dengan 

cara menjual surat berharga pada saat harga surat berharga lebih tinggi dari harga 

pembelian. Investasi jangka panjang merupakan bentuk investasi yang dapat 

dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dengan maksud dan tujuan selain 

memperoleh keuntungan yaitu mempererat kerjasama bisnis, karena investasi 

merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Beberapa jenis 

investasi yang dapat berupa sertifikat atau dokumen lain yang sejenis dan 

memiliki hak finansial seperti bentuk investasi berupa emas, berlian, tanah, serta 

bangunan/real-estate.  

Salah satu jenis investasi yang mengalami perkembangan yaitu pada 

sektor real-estate/properti berupa bangunan. Dilihat saat ini bisnis pada bidang 

properti/real-estate mengembangkan usaha dengan cara pembangunan 

perumahan, apartemen, pusat perdagangan/mall, kawasan industri, gedung 

perkantoran, dan sebagainya yang dikembangkan diseluruh kota-kota besar 

diIndonesia terutama di Pulau Jawa. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk Indonesia yang saat ini telah mencapai 270 jiwa (BPS, 2019), dengan 
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sebagian besar penduduknya berdomisili di pulau Jawa terutama di kota 

metropolitan dan kota-kota besar lainnya yang berada dipulau Jawa. Sehingga 

permintaan terhadap sektor industri properti/real-estate mengalami peningkatan. 

Perkembangan industri properti/real-estate pada awalnya dimulai dengan 

pembangunan perumahan diwilayah kota besar dan semakin berkembang seiring 

dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1967 Tentang 

Penanaman Modal Asing. Sehubungan dengan munculnya perusahaan-perusahaan 

pengembang (developper) sebagai penyedia fasilitas yang dibutuhkan bagi 

investor seperti gedung perkantoran, tempat tinggal (rumah dan apartemen), serta 

kawasan industri dan sebagainya. 

Real-Estate Indonesia (REI-1993) merupakan bentuk badan/lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah selain peraturan perundang-undangan seperti UU 

Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (sekarang menjadi UU 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman), dan UU 

Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang sebagai bentuk dukungan. 

Industri properti/real-estate tergolong dalam industri yang mempengaruhi bagi 

pembangunan nasional, karena memberikan pemasukan bagi pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi yang diberikan oleh industri sektor 

properti/real-estate yaitu berupa pungutan pajak, seperti pajak pusat dan pajak 

daerah. 

Setiap menjalankan kegiatan usaha pastinya tidak lepas dari kewajiban 

perpajakan. Aspek pajak yang dikenakan terhadap sektor industri properti/real-

estate yaitu pajak pusat terdiri dari PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP), PPnBM  juga dapat dikenakan atas sektor properti/real-estate 

atas penjualan barang mewah, Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh 21 dan PPh 4 

Ayat 2 atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan. Selain pajak pusat, pajak 

daerah yang dikenakan atas usaha dibidang real estate seperti, Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan (PBB P2). 

Namun dalam praktek dilapangan tidak semua perusahaan yang bergerak 

pada sektor Properti/real-estate dikenai aspek pajak seperti yang telah penulis 
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jelaskan sebelumnya. Selain itu ketentuan perpajakan terkait pajak atas sektor 

properti/real-estate tidak diperjelas dalam ketentuan hukum yang dapat dijadikan 

acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mengurangi permasalahan terkait aspek 

pajak Real-estate dibutuhkan pihak ketiga sesuai yang dicantumkan dalam 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam penyelesaian kewajiban 

perpajakannya. Pihak ketiga ini bisa berbentuk sebuah jasa yang menawarkan 

konsultasi dalam bidang perpajakan, biasanya disebut dengan Konsultan Pajak.  

Salah satu kantor yang memberikan jasa terkait konsultasi bidang 

perpajakan di Jawa Timur yaitu Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan yang berlokasi di Kota Malang. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh kantor 

konsultan secara umum, yaitu: memberikan jasa konsultasi permasalahan wajib 

pajak terkait hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik dan benar, membantu terlaksananya prosedur 

administrasi pajak sesuai aturan, membantu memberikan edukasi terkait pajak 

kepada wajib pajak, membantu pengisian dan pelaporan SPT Masa maupun 

Tahunan, memberikan pendampingan dalam permasalahan pajak dari proses 

pemeriksaan pajak oleh fiskus sampai dengan proses peradilan pajak di 

pengadilan pajak.  

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan membantu Wajib 

Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, meliputi: 

a. Review kewajiban perpajakan masa Januari sampai dengan Desember 

xxx  

b. Menerima konsultasi permasalahan pajak pihak pertama.  

c. Equalisasi dokumen perpajakan dengan Laporan Keuangan untuk 

periode yang berakhir pada 31 Desember xxx  

d. Review laporan keuangan komersial dan fiskal  

e. Penghitungan pajak terutang tahun xxx sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya  

f. Penghitungan pajak kurang/lebih bayar untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember xxx  

g.  Penyusunan SPT Tahunan Badan formulir 1771 beserta lampirannya 
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h.  Implementasi SPT Tahunan Badan dalam format e-SPT PPh Badan 

i. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun xxx ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar (dalam format manual 

maupun elektronik).  

(Sumber: Memorandum of understanding KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan) 

 

Mengacu pada salah satu kinerja Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan yang membantu Wajib Pajak dalam menangani 

permasalahan mengenai pajak, sekaligus memberikan edukasi kepada Wajib Pajak 

mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan saat ini memiliki klien 86 wajib pajak badan serta 100 wajib 

pajak orang pribadi yang telah bekerjasama atas kewajiban perpajakannya kepada 

Kantor Konsultan. 

(Sumber: Kepala Divisi Konsultan dan Akuntan KKP Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan).  

Dapat dilihat dari banyaknya klien yang menggunakan jasa konsultan ini, 

membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak terutama Real-estate yang 

membutuhkan bantuan dalam penanganan kewajiban perpajakannya. Salah satu 

klien Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan adalah PT Zayin 

yang bergerak dalam sektor industri Real-estate. 

Berdasarkan uraian diatas diperlukan adanya pendampingan dan edukasi 

terkait kewajiban perpajakan terkait pajak pada sektor real estate, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul terkait “Implementasi Pajak Sektor Real-Estate 

Pada PT. Zayin Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan”.    

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka diajukan rumusan 

masalah sebagaimana berikut: “Bagaimana Implementasi Pajak Sektor Real-

Estate Pada PT. Zayin Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambododan 

Rekan?” 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan 

manfaat, yaitu: 

 

1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami 

Implementasi Pajak Sektor Real-Estate Pada PT. Zayin Oleh Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 

 

1.3.2  Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pengenaan 

Pajak Terhadap Real-Estate PT. Zayin Oleh Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan. 

2) Membandingkan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

perkuliahan dengan praktek dilapangan khususnya yang berkaitan dengan 

materi perpajakan seperti Pajak Penghasilan, Bea Materai, PBB P2 dan 

BPHTB. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu 

pada lingkungan Universitas, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan. 

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar 

khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 
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c. Bagi Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun bersifat organisasi; 

2) Membantu memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi ilmu 

terkait penanganan pajak, terutama sektor Real-Estate. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pajak 

2.1.1  Pengertian Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besaranya kemakmuran rakyat.   

 Menurut Pandiangan (2014:4) mendefinisikan pajak merupakan 

pengalihan penghasilan atau harta yang wajib dari rakyat kepada negara, dapat 

dipaksakan, bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam bernegara, 

serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada 

negara berdasarkan Undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi 

dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas.   

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan 

bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat kepada negara atas penghasilan 

atau harta berdasarkan Undang-undang dan sifatnya memaksa serta tidak 

mendapatkan manfaatnya secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

 

2.1.2   Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:4), yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri; 
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b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi.  

Contoh:  

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif  

 

2.1.3  Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2017:12) pajak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, 

sebagai berikut: 

a. Pajak menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut: 

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib 

pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip, sebagai berikut: 

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya 

berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari 

syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 
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c. Menurut pemungut dan pengelolanya 

1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

2) Pajak daerah, Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah 

meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, 

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan.  

 

2.1.4  Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2019:9) cara pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel adalah sebagai 

berikut: 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 

dikenakan lebih realistis. Sementara itu, kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya 

diketahui). 
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2) Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnya pajak terutang untuk Tahun Pajak berjalan. Kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 

negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 
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Ciri-ciri Official Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b) Wajib pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assesment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Self Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) Witholding System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.1.5  Tarif Pajak 

Penerapan tarif harus didasarkan pada keadilan dalam memperhitungkan 

pajak yang terutang dengan menggunakan Tarif Pajak. Tarif Pajak merupakan 

tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus 

dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase. Menurut 

waluyo (2017:17) dalam pajak penghasilan presentase tarif dapat dibedakan 

menjadi 4 (empat), sebagai berikut: 
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a. Tarif Pajak Progresif  

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih 

besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 

Sebagai contoh: tarif pajak yang berlaku diIndonesia untuk wajib pajak orang 

pribadi yaitu: 

1) Sampai dengan Rp50.000.000 tarifnya 5% 

2) Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 tarifnya 15% 

3) Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tarifnya 25% 

4) Diatas Rp500.000.000 tarifnya 30% 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa 

tarif, sebagai berikut: 

a) Tarif progresif progresif 

Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya semakin besar. 

b) Tarif progresif tetap 

Kenaikan presentase pajaknya tetap. 

c) Tarif progresif degresif 

Kenaikan presentase pajaknya semakin kecil. 

b. Tarif Pajak Proposional/Sebanding 

Tarif pajak proprosional yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap 

jumah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas Penyerahan Barang 

Kena Pajak. 

c. Tarif Pajak Degresif 

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

d. Tarif Pajak Tetap 

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama 

besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. 

Sebagai contoh: tarif bea materai. 
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2.1.6  Wajib Pajak 

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban 

perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP). Dalam pasal 1 Undang-

undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2009, Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Pandiangan (2014:20) Wajib Pajak terdiri dari 3 jenis yaitu WP 

Orang Pribadi, WP Badan, dan Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. 

Kategori yang termasuk dalam WP Orang Pribadi adalah semua orang yang telah 

memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan 

dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai 

atau karyawan), profesi, ataupun melakukan kegiatan usaha.  

Sesuai dengan pengertian dalam UU KUP bahwa Badan adalah 

sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha, maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan 

Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi alinnya, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, serta Bentuk Usaha Tetap. 

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam satuan kerja di 

instansi pemerintah atau lembaga negara yang ditunjuk pemimpinnya dengan 

Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugas dari bendahara 

antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta 

menyetorkan pajak ke kas negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga negara. 
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2.1.7  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP) Pasal 1 Ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya 

diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi: 

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak; 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), yaitu: 

1) Syarat Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek 

pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008; 

2) Syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan penghasilan dan perubahannya. 

 

2.2  Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.2.1  Pengertian SPT 

Menurut Undang-undang Nomor  16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian Surat Pemberitahuan 

(SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 

2.2.2  Fungsi SPT 

Menurut Mardiasmo (2019:42) fungsi surat pemberitahuan dari wajib 

pajak, penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang: 
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a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun pajak 

atau bagian tahun pajak 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 

c. Harta dan kewajiban 

d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2.2.3  Jenis dan Bentuk SPT 

Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Tentang Surat 

Pemberitahuan jenis SPT terdiri atas: 

a. SPT Masa 

1) SPT Masa PPh 

2) SPT Masa PPN 

3) SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 

b. SPT Tahunan PPh 

1) SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak 

2) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak 

c. Bentuk dari SPT baik Masa maupun Tahunan yaitu: 

1) Dokumen Elektronik e-spt 

2) Formulir kertas (hardcopy) 

 

2.3  Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Mardiasmo (2019:161) pajak penghasilan merupakan pengenaan 

terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila 

menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut wajib 

pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk 
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penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

 

2.3.1  Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang Pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

c. Badan, terdiri perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainny, 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama lain 

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif. 

d. Bentuk usaha tetap (BUT). 

 

2.3.2  Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pajak 

Penghasilan, yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi aggota oganisasi tersebut 
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2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.3.3  Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Waluyo (2017:109) objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran 

pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang yaitu berupa 

penghasilan. 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal dan investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta 

tidak bergerak sepertibunga, deviden, royalti, sewa, euntungan penjualan 

harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya. 

 

2.3.4  Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 

Tentang Pajak penghasilan, yang termasuk bukan objek Pajak Penghasilan adalah: 

a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 
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berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah;  

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan,  

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;   

b.  Warisan;  

c.  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal;  

d.  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, 

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15;  

e.  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

f.  Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:  

1)  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;  

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor;  
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g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai;  

h.  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan;  

i.  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif;  

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:  

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan  

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;  

k.  Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

l.  Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan  

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa pasal, yaitu: 

1) PPh Pasal 21 

2) PPh Pasal 22 

3) PPh Pasal 23 

4) PPh Pasal 24 

5) PPh Pasal 25 

6) PPh Pasal 29 

7) PPh Pasal 4 Ayat (2)/Pajak Final 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

2.4.1  Objek PPh 4 (2) 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada 

Pasal 4 Ayat 2, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c.  Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivatif 

yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengaihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; 

e. Penghasilan tertentu lainnya. 

 

2.4.2  Tarif Pajak  

Menurut Mardiasmo (2019:335) tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 

(PPh yang bersifat final), sebagai berikut: 

a. Pajak Penghasilan atas bunga, deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat 

Bank Indonesia 
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1) Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang 

dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan didalam 

negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia 

atau cabang bank luar negeri diIndonesia dikenai pajak Penghasilan 

bersifat final dengan tarif sebagai berikut: 

a) Tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 

(satu) bulan. 

b) Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 

(tiga) bulan. 

c) Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 

(enam) bulan. 

d) Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih 

dari 6 (enam) bulan. 

2) Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber 

dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan didalam negeri pada bank yang 

didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia atau cabang bank luar 

negeri diIndonesia dikenai pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 

sebgaai berikut: 

a) Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 

(satu) bulan. 

b) Tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) 

bulan. 

c) Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 

(enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan. 

3) Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat bank Indonesia serta 

bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 dan 2 dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagai 

berikut: 

a) Tarif 20% dari jumah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap. 
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b) Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian 

penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar 

negeri. 

b. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi 

1) Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar: 

a)s15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap 

b)a20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri 

selain bentuk usaha tetap. 

2) Bunga dari dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur 

berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate berbentuk 

kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak 

investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada otoritas jasa keuangan 

sebesar: 

a) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020 

b) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. 

c. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

1) 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang 

dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2) 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana 

yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melaukan 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

3) 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 

pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, 
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atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, 

sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan uumum 

d. Usaha jasa kontruksi 

1) 2% (dua persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh 

penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 

2) 4% (empat persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh 

penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 

3) 3% untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain 

penyedia jasa sebagai mana dimaksud dalam angka 1 dan 2 

4) 4% (empat persen) untuk perencanaan kontruksi atau pengawasan 

kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki klasifikasi 

usaha 

5) 6% (enam persen) untuk perencanaan kontruksi aau pengawasan kontruksi 

yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kalifikasi usaha 

e. Pajak Penghasilan atas hadiah undian 

Besarnya pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25% (dua pulih lima 

persen) dari jumlah bruto hadiah undian. 

f. PPh Final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka 

yang diperdagangkan dibursa. 

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan 

dari transaksi derivatif dari berupa kontrak berjangka panjang yang 

diperdagangkan dibursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebsar 

2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal. 

 

2.5  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) 

2.5.1  Pengertian PBB P2 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 37 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

oleh kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

2.5.2  Objek Pajak PBB P2 

Objek pajak bumi dan/atau bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah bumi yang dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ata badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 

 

2.5.3  Pengecualian Objek Pajak  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan 

bangunan adalah: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan;  

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu;  

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak;  

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik;  

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.5.4  Tarif Pajak PBB P2 

Berdasarkan Pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga 

persen) dan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan 

dengan peraturan daerah.  

 

2.6 Pajak Penghasilan Badan  

Badan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 3 adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Seperti yang dimaksud pada UU 

KUP, Wajib Pajak Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Menjadi objek pajak PPh Badan 

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. 

Tarif Pajak PPh Badan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang 

No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak PPh badan pasal 17 

dan pasal 31E pada UU No. 36 Tahun 2008, sebagai berikut: 

1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %  
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2. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah 

sebesar 25 %  

3. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan 

tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih 

rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.  

4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% 

atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 

peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah).  

5. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak 

dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.  

6. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan 

seterusnya 

 

2.7  Real Estate 

Pengertian Real Estate berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 19 Tahun 2016 adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada 

diatasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, properti adalah harta berupa 

tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. (kbbi.web.id diakses 

pada tanggal 30 Maret 2020).  

Berdasakan Modul-01/PJ.042/2013 produk yang dihasilkan dari industri 

properti/real estate ada berbagai macam, dapat berbentu perumahan, apartemen, 

gedung perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. 
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2.8  Pajak Real Estate 

2.8.1  Pengertian Pajak Real Estate 

Menurut Anggoro dan Agusti (2019:34) pajak properti adalah pajak atas 

penggunaan atau kepemilikan hukum lainnya pada properti tidak bergerak yang 

dipungut secara berkala untuk membiayai keuangan publik. 

 

2.8.2  Kriteria-kriteria Pajak Properti 

Menurut Anggoro dan Agusti (2019:42) kriteria-kriteria pajak properti, 

sebagai berikut: 

a. Pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah (local goverment tax) 

b. Pajak yang dikenakan terhadap properti riil tidak bergerak (immovable 

property) 

c. Pajak yang dipungut berdasarkan kemampuan membayar dengan 

pengecualian atau pengurangan (subjective tax) 

d. Basis pajak tidak elastis (inelastic tax base) 

e. Jumlah penerimaan pajak properti dapat diprediksi (predirect). 

 

2.8.3  Jenis-jenis Pajak yang Melekat Pada Sektor Properti 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB merupakan pajak kebendaan yang melekat pada objeknya yang 

dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik 

properti) diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pemungutan pajak PBB P2 dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah, sehingga peraturan terkait PBB P2 ditetapkan oleh 

masing-masing daerah tempat terutangnya PBB P2. Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 

2011 Tentang PBB Perkotaan. 

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

BPHTB dikenakan kepada pembeli dan dibayarkan ketika terjadi 

perolehan hak atau penandatanganan akta jual beli di notaris/Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan peraturan yang terdapat pada daerah tempat 
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terutang BPHTB. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota malang Nomor 4 

Tahun 2018. 

c. Bea Materai  

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, 

Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia. Fungsi dari Bea Materai adalah pajak 

dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. 

d. Pajak Penghasilan (PPh) Bersifat Final 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Penghasilan 

yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau 

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta 

perubahannya terutang pajak penghasilan berupa final. 

e. PPh Pasal 21  

Berdasakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji, upah, 

honorarium dan penghasilan lainnyakepada pengurus, pegawai, tenaga ahli 

dan penerima penghasilan lainnya.   

f. Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPNBM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

92/Pmk.03/2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 253/Pmk.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu 

Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang 

yang Tergolong Sangat Mewah Pemungutan Pajak PPNBM pada usaha real 

estate: 

1) Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya 

lebih dari  Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas 

bangunan lebih dari 400m2  (empat ratus meter persegi) 
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2) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau 

pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) 

atau luas bangunan lebih dari  150m2 (seratus lima puluh meter persegi) 

g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2009, pada Pasal 1A ayat 1. 

1) Terutang PPN 

PPN dikenakan kepada pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan 

Penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau penghasilan dari 

penjualan properti. PPN dipungut pada saat penerimaan uang muka 

maupun pelunasan dan dibayarkan.  

2) Tidak Terutang PPN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 

mengenai batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun 

sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan 

lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai.  

 

2.9  Akuntansi Pajak 

2.9.1  Pengertian Akuntansi Pajak 

Menurut Muljono (2010) akuntansi pajak merupakan bidang akuntansi 

yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, 

perundang- undangan dan aturan pelaksanaan perpajakan lainnya. Akuntansi 

pajak digunakan sebagai penyajian informasi terkait dengan pajak. Apabila 

laporan keuangan disajikan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (SAK), 

maka akuntansi dalam perpajakan disajikan dengan berdasarkan acuan dari 

Undang-undang KUP.  
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2.9.2  Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyediakan serta 

menampilkan informasi dan situasi keuangan perusahaan terkait pendapatan, 

beban atau biaya, sehingga dapat menghasilkan laba atau rugi yang ditanggung 

oleh perusahaan.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1  Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak 

Drs. Agus Sambodo dan Rekan, yang berlokasi di Jalan Baiduri Pandan Nomor.11 

Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 

 

3.1.2  Waktu Pelaksanan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan surat tugas 

Nomor 0643/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai pada tanggal 1 Februari sampai 

dengan 31 Maret 2020 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 

Adapun kegiatan kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan 

jam kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Sabtu  08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu  Libur Libur  

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1  Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Pada pelaksanaan kegiatan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan terdapat 3 (tiga) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT. Cipta 

Sarana Cendekia, KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan, KAP Drs. Abdul Ghonie 

Abu bakar dan Rekan. Pada pelaksanaan kegiatan dibuat laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Implementasi Pajak Sektor Real-Estate Pada PT. 

Zayin Oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo an Rekan”. Sehingga 

pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Kantor 
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Konsultan Pajak Drs.agus Sambodo dan Rekan. Berikut beberapa kegiatan yang 

berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Melaksanakan cash count ke kantor 

klien, mengaudit laporan keuangan klien, merekap dan mengarsipkan data-data 

keuangan PT Zayin terkait pajak yang dihitung dan ditentukan, membuat bukti 

potong A1, mengentri data keungan PT Zayin terkait pajak ke dalam komputer, 

menginput konfirmasi hutang dan piutang klien, serta berdiskusi terkait aspek 

perpajakan dari klien dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas 

Akhir penulis. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama 

Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata, penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

No  Waktu  

Pelaksanaan 

Kegiatan  Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Sabtu, 1 Februari 

2020 

Penanggung 

Jawab: Nengnis 

Uswatul Kasanah 

a. Perkenalan 

b. Memahami kegiatan 

apa saja yang berada 

di KKP Agus 

Sambodo dan Rekan 

a. Dapat berkenalan 

dengan seluruh 

karyawan KKP Agus 

Sambodo dan Rekan 

b. Dapat mengetahui 

kegiatan apa saja yang 

beradadi KKP Agus 

Sambodo dan Rekan 

 

2. Senin, 3 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Nengnis 

Uswatul Kasanah 

 

Membaca Majalah 

Indonesia Tax Review 

mengenai 

permasalahan pajak 

Indonesia 

Mengetahui berbagai 

permasalahan pajak di 

Indonesia 
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(a) (b) (c) (d) 

3. Selasa, 4 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia 

 

Menginput data e-spt 

masa 21 PT. Sai 

Mengetahui cara 

menginput data dalam 

aplikasi e-spt masa 21 

4. Rabu 5 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia 

 

Menginput premi 

karyawan oleh PT S 

Mengetahui premi 

yang dibayarkan oleh 

perusahaan 

5. Kamis s.d Sabtu, 

6 s.d 8 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Merekap laporan 

mutasi harian BPRS 

Sum dari Bank Dani 

Mengetahui catatan 

transaksi terkait 

penyetoran dan 

penarikan perusahaan 

kepada bank  

6. Senin dan Selasa, 

10 dan 11 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

Mengoreksi laporan 

keuangan januari-

desember  PT. Zayin  

Mengetahui 

bagaimana laporan 

keuangan Industri 

Properti 

7. Rabu, 12 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Menginput beban dan 

biaya lain-lain bprs 

sum 2019 

Dapat mengetahui apa 

saja beban dan biaya 

lain-lain pada 

perusahaan 

8. Kamis,13 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

Mencari teori-teori 

terkait aspek 

perpajakan Real-

estate sebagai bahan 

diskusi 

Dapat mengerti apa 

saja aspek perpajakan 

Real-estate 
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(a) (b) (c) (d) 

9. Jum’at,14 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

a. Menginput buku 

besar sesuai kode 

akun 

b. sharing laporan 

keuangan 

perusahaan real 

estate 

 

a. Dapat mengetahui 

kode kode akun 

dalam akuntansi 

10. Sabtu,15 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Menginput daftar 

tambahan harta dan 

kewajiban karyawan  

pada e-spt  

Menginput daftar 

tambahan harta dan 

kewajiban karyawan  

pada e-spt 

11. Senin s.d Rabu, 

17 s.d 19 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

 

Menginput  data dan 

mencetak e-spt PPh 21 

karyawan PT. Petrowell 

Dapat mengetahui 

cara menginput dan 

mencetak e-spt atas 

orang pribadi 

12. Kamis,20 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti  

a. Mengoreksi 

sampling bukti 

transfer PT D 

b. Sharing 

permasalahan 

perusahaan real 

estate 

 

a. Mengetahui 

sampling atas 

bukti transfer 

b. Mengetahui 

permasalahan 

pada perusahaan 

real estate 

 

13. Jum’at,21 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Merekap rekening 

koran PT KP 

Mengetahui contoh 

rekening koran pada 

perusahaan 

14. Sabtu,22 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Menginput Rekening 

Koran CV Suka Alam 

Dapat mengetahui 

arus debit kredit pada 

atas transaksi 

keuangan 
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(a) (b) (c) (d) 

15. Senin,24 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia 

 

a. Mengoreksi pajak 

terutang tenaga 

ahli pada e-spt  

b. Sharing metode 

laporan keuangan 

perusahaan  

a. Mengoreksi pajak 

terutang tenaga 

ahli pada e-spt 

b. Mengetahui 

metode laporan 

keuangan  

 

16. Selasa,25 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Fitri Nur 

Elisa, S.,Ak 

 

Cash Count KSP 

Sukeroje, cabang mps, 

usp, dan mps 

Dapat mengetahui 

secara langsung tata 

cara mengaudit 

perusahaan 

17. Rabu dan Kamis, 

26 dan 27 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Fitri Nur 

Elisa, S.,Ak 

 

Trase Back KUD 

Sukorejo 

Mengetahui laporan 

hasil audit perusahaan 

18. Jum’at,28 

Februari 2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

a. Rekap PBK tahun 

2019-2022 

b. Sharing Tugas Akhir 

terkait aspek Pajak 

Real-Estate Kepada 

Kartika Ayu 

Rahmadani 

 

a. Mengetahui tentang 

pemindahbukuan 

terkait pajak 

b. Mampu berdiskusi 

aspek perpajakan 

sektor Real-Estate 

19. Sabtu,29 Februari 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Merekap PPh Pasal 22 

dan 23 Badan Usaha 

KPS 

Mengetahui pajak 

yang dipungut atas 

Badan Usaha Tertentu 

20. Senin, 02 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprilianti 

 

Mengoreksi rincian 

gaji karyawan PT 

Zayin 

Dapat mengerti 

bagaimana 

menghitung gaji 

karyawan 
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(a) (b) (c) (d) 

21. Selasa, 03 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprilianti 

 

Menginput dan 

membuat surat terkait 

konfirmasi hutang dan 

piutang 

Mengetahui tata cara 

membuat surat 

konfirmasi hutang dan 

piutang 

22. Rabu, 04 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Fitri Nur 

Elisa 

 

Menginput arus kas 

masuk dan keluar 

Kopus 

Mengetahui arus kas 

masuk dan keluar 

pada periode tertentu 

23. Kamis, 05 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Menginput daftar 

asset PT. Tripuke dan 

CV. Mukar 

 

Mengetahui daftar 

pengelompokkan asset 

pada perusahaan 

 

24. Jum’at, 06 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

 

Mencetak formulir 

1721-A1 karyawan 

MPS Plo 

Mengetahui cara 

mencetak formulir 

1721-A1 orang 

pribadi 

25. Sabtu, 07 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

Menginput pph final 

pada e-spt PPh Masa 

Pasal 4 (2) 

Mengetahui cara 

pelaporan PPh Masa 

Pasal 4 (2) 

26. Senin, 09 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

a. Menghitung aset 

PT F 

b. Sharing PPh 

Badan PT Zayin 

a. Mengetahui cara 

menghitung aset 

dengan benar 

b. Mengetahui PPh 

Badan atas PT 

Zayin 
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(a) (b) (c) (d) 

27. Selasa s.d Kamis, 

10 s.d 12 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Menginput mutasi 

perusahaan Top Ten 

Mengetahui cara input 

data keuangan mutasi 

secara benar 

28. Senin, 16 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia  

 

Mengoreksi 

perhitungan PPh 21 

PT S 

 

Mengetahui cara 

mengoreksi 

perhitungan PPh 

secara benar 

 

29. Selasa, 17 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Diskusi terkait 

pelaporan PPh final 

atas Real-Estate  

Mengetahui prosedur 

pelaporan PPh Final 

atas Real-Estate 

30. Rabu, 18 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Sharing Pengenaan 

PBB-P2 sektor Real-

estate 

Mengetahui 

pengenaan PBB-P2 

sektor Real-estate   

31. Kamis, 19 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Meminta data terkait 

perusahaan Real 

Estate  

Digunakan sebagai 

bahan materi Tugas 

Akhir 

32. Jumat, 20 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

 

Wawancara via 

online mengenai 

pajak perusahaan 

Real Estate  

Mengetahui pajak 

yang dibayarkan atas 

sektor Real Estate 
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(a) (b) (c) (d) 

33. Sabtu, 21 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia  

 

Berdiskusi via online 

cara membuat 

laporan laba rugi 

perusahaan real 

estate 

Mengetahui cara 

membuat laba rugi 

suatu perusahaan real 

estate 

34. Senin, 23 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia 

Melakukan 

wawancara via online 

terkait perusahaan 

yang ditangani KKP 

Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan 

 

Mengetahui beberapa 

klien yang ditangani 

KKP Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan 

35. Selasa, 24 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Diskusi via online 

mengenai PPh akhir 

tahun 

Mengatahui pajak 

pengertian pajak 

akhir tahun 

36. Rabu, 25 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: 

 

Libur  Libur  

37. Kamis, 26 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Fita Eka 

Cornelia  

 

Berdiskusi terkait 

koreksi fiskal untuk 

perhitungan PPh 

akhir tahun  

 

Mengetahui transaksi 

yang termasuk dalam 

fiskal negatif dan 

positif 

38. Jumat, 27 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

 

Wawancara via 

online keterkaitan 

tarif pajak PPh badan 

Mengetahui tarif PPh 

badan sesuai dengan 

ketentuan perundang- 

undangan yang 

berlaku 

39. Sabtu, 28 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Kartika 

Ayu Rahmadani 

 

Diskusi via online 

terkait tarif PPh 

Mengetahui cara 

perhitungan dan 

pengaplikasian tarif 

PPh dalam kehidupan 

sehari- hari 
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(a) (b) (c) (d) 

40. Senin, 30 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Nanda 

Putri Aprillianti 

 

Wawancara via 

online terkait pajak 

penghasilan 

perusahaan Real 

Estate 

Mengetahui potensi 

pajak penghasilan 

perusahaan Real 

Estate 

41. Selasa, 31 Maret 

2020 

Penanggung 

jawab: Dewi 

Ernawati, SE., 

BKP 

 

Meminta kekurangan 

data terkait dengan 

pajak perusahaan 

Real Estate 

Mendapatkan data 

keuangan yang 

dibutuhkan 

Sumber: Data Diolah KKP Drs. Agus Samodo dan Rekan (2020) 
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3.3  Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Kegiatan yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa angka yang 

digunakan sebagai alat menganalisis keterangan mengenai hal yang ingin 

diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja nyata ini berupa 

Laporan Keuangan Tahun 2018 dan  SPT Masa Tahun 2018. Data kualitatif 

adalah data yang memaparkan dan melaporkan keadaan dari objek penelitian. 

Data kualitatif pada Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan wawancara dengan 

para narasumber. 

 

3.3.2  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk 

informasi dari narasumber yaitu karyawan Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan Cabang Malang. Data primer diperoleh dari data-data 

terkait Laporan Keuangan Tahun 2018, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

Tahun 2018, SPT Masa PPh 21 atas pegawai tetap Tahun 2018, dan 

pengamatan secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh penulis, 

tetapi diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data 

primer. Contoh data sekunder yang penulis gunakan sebagai tambahan 

referensi adalah buku perpajakan dan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, jurnal, laporan laba rugi tahun 2018. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah: 
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a. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat serta memaparkan 

keadaan yang sebenarnya (riil) secara terstruktur. Data yang diobservasi 

adalah gambaran sikap, perilaku, tindakan dan interaksi. Pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi laporan keuangan pada 

perusahaan real estate pada KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 

 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada narasumber terkait dengan “Implementasi Pajak Sektor Real 

Estate Pada PT Zayin oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo 

dan Rekan”. Adapun wawancara dilakukan dengan narasumber dalam hal 

ini dengan Konsultan Pajak yaitu: 

1) Dewi Ernawati, SE., BKP selaku Konsultan Pajak 

2) Nanda Aprillia Putri 

 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan 

dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Seperti menggunakan buku 

perpajakan, majalah tax riview, dan mengakses laman resmi DJP dan situs 

pajak online. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan tentang Implementasi Pajak Sektor Real 

Estate dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan memberikan 

jasa terkait dengan pemenuhan Kewajiban perpajakan kepada PT 

Zayin  

2. Pajak yang diterapkan terhadap perusahaan Real Estate adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 4 (2) atas Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan 

Bangunan , BPHTB dan Bea Materai, PPh 21 atas pegawai tetap, PBB 

P2. 

3. Terdapat 2 jenis tarif yag dikenakan atas Pajak Penghasilan Badan 

pada PT Zayin pada Tahun 2018, yaitu dnegan menggunakan tarif PP 

46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 karena omzet yang dimiliki 

dibawah Rp 4,8 Miliar.  

 

2.7 Saran  

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata pada Kanto Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan mengenai Penerapan Pajak Sektor Real 

Estate, terdapat saran atau masukan dari penulis, yaitu lebih ditingkatkan lagi 

dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap Wajib Pajak terutama perusahaan 

Real Estate dengan selalu mengupdate peraturan-peraturan terbaru agar menjadi 

acuan umum dalam pelaksanaanya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi 
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Lampiran 10. Foto Wawancara dengan Tim Konsultan Pajak 

 

 
  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 
 

 

Lampiran 11. Transkip Wawancara 

Nama Narasumber : Dewi Ernawati,SE.BKP 

Hari, Tanggal  : Kamis, 13 Februari 2020 

Jam   : 13.30 – 14.00 

Tempat Wawancara : Ruang Divisi Konsultan Pajak  

 

Pewawancara : Assalamualaikum mbak dewi, maaf mengganggu 

waktunya. 

Narasumber : Waalaikumsalam. Ada apa ya mbak? 

Pewawancara : Begini mbak, saya mau bertanya terkait klien dari Kantor 

Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan, apakah ada klien 

mengenai perusahaan real estate mbak? 

Narasumber : Oh ada mbak, ada 1 perusahaan yang menangani real 

estate. Tapi perusahaan ini masih baru berdiri tahun 2017, 

Memangnya kenapa ya mbak? 

Pewawancara : Bila mbak Dewi berkenan saya ingin menanyakan 

beberapa hal terkait data wajib pajak perusahaan real estate 

sebagai bahan tulisan laporan tugas akhir saya mbak. 

Narasumber  : Boleh silahkan mbak. 

Pewawancara  : Untuk aspek perpajakan dari real estate itu apa saja ya 

mbak? 

Narasumber : Untuk aspek pajak perusahaan real estate klien sini itu 

Cuma 2 macam mbak. Yang pasti pertama ya pajak final 

PPh 4(2) sama PPh 21 atas pegawai itupun masih dibawah 

PTKP mbak. Jadi ya enak dibilangnya cuma 1 saja 

pajaknya. 

Pewawancara : Kalau untuk PPN atau PPh 23 tidak ada mbak? 

Narasumber : Tidak ada mbak kalau PPN, soalnya dia belum menjadi 

PKP dan masih perusahaannya masih terbilang baru saja 

berdiri jadi omsetnya masih belum sampai dengan Rp 4,8 

Miliar mbak. 
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Pewawancara : Oh iya mbak siap. Terima kasih 

Narasumber : Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa 

ditanyakan lagi mbak. Kalau ada data-datanya ada yang 

kurang bisa langsung whatsapp saya atau minta sama Mbak 

Nanda. 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80 
 

 

Lampiran 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 
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Lampiran 13. Peraturan Daerah Kota Malang 
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Lampiran 15. SPT Masa PPh Pasal 4 (2) 

 

5

1.

:

Diisi oleh Petugas

:

2 0 2 0

X

KAP/KJS
PPh yang Dipotong/  

Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)

Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro

2. 

JUMLAH

411128/404

Terbilang  Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu  Rupiah 

411128/403

1. 

Tarif  
(%)

Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara

Transaksi Penjualan Saham

3. 

4. 

5. 

Hadiah Undian

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Jasa Konstruksi6

411128/407

411128/405

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
DEPARTEMEN

KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

a. Bunga Deposito/Tabungan
Yang ditempatkan di Dalam Negeri

Yang ditempatkan di Luar Negeri

b.  Diskonto Sertif ikat Bank Indonesia

a.  Saham Pendiri

b.  Bukan Saham Pendiri

F.1.1.32.04

1)

2)

(2) (3) (4)

411128/401

c.  Jasa Giro

PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Fiel Fiel

411128/404

411128/404

411128/404

411128/406

a.  Penyew a sebagai Pemotong Pajak

b.  Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/403

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

SPT Normal

SPT Pembetulan Ke -

Masa Pajak

1 0 / 2 0 1 8

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 0 1 8 65 2 3 7 5 4 2 3 0 0 0

2. Nama WP S I L V I  N U G R A I N I  S U T E K N O

3. Alamat M A L A N G

-

:

:

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

a.  Perencana Konstruksi

Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh1)

Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh2)

411128/409

411128/409

b.  Pelaksana Konstruksi

Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh1)

Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh2)

411128/409

411128/409

c.  Pengaw as Konstruksi

Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh1)

Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh2)

411128/409

411128/409

Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan

7

411128/402 5.375.000215.000.000 2,50

Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi

8. 

411128/417

Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa

9. 
411128/418

Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri

10. 
411128/419

Penghasilan Tertentu Lainnya11. 

....... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... .......

....... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... .......

....... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... .......

5.375.000215.000.000

BAGIAN C.  LAMPIRAN

Surat Setoran Pajak :                    lembar.

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) :                    lembar.

Surat Kuasa Khusus.

X

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

SPT Masa Diterima:

Melalui Pos

Langsung dari WP

Nama

NPWP

Tanda Tangan & Cap Tanggal Tanda Tangan

T
a

n
g
g

a
l

67 5 532 7 8 6 5 2 0 0 0

1 2 0 5

tanggal bulan tahun

tanggal bulan tahun

S I L V I

FielFiel

:

-

2.

4.

3.

a. 

b.

c. 

(5)

Nilai Obyek Pajak
( Rp )

Uraian

(1)
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Lampiran 16. SPT Masa PPh Pasal 21 
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Lampiran 17. Bukti Potong PPh 21 
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